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RINGKASAN 

 

Pada dasarnya, UMKM memiliki peran yang besar dalam upaya pembangunan, pertumbuhan dan 

peningkatan ekonomi di Indonesia. Saat ini, jumlah UMKM terus meningkat dan berkembang dari berbagai 

sektor. Adanya peningkatan dan perkembangan dari UMKM diharapkan dapat meningkatkan Produk 

Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih banyak tenaga kerja baru untuk mengurangi pengangguran dan 

kemiskinan. Namun, adanya Pandemi Covid-19 menjadikan pertumbuhan pada sektor UMKM menjadi 

cenderung memburuk. Pada saat Pandemi Covid-19, UMKM banyak melirik adanya pinjaman online, 

karena sulitnya layanan keuangan konvensional sebelumnya layaknya bank yang terhambat oleh prosedur 

yang berbelit-belit Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan pinjaman online menjadi daya tarik UMKM 

yang berada diambang kehancuran pada saat Pandemi Covid-19. Kendati sudah ada ketentuan-

ketentuan berkaitan dengan perkembangan pinjaman online di Indonesia layaknya POJK No. 

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi , tentu 

saja belum memberikan ruang yang cukup terhadap pemahaman masyarakat ataas pinjaman online 

tersebut.  

Salah satunya di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang ini dimana pada 14 Oktober 2021 

terdapat kasus Polda Metro Jaya menggerebek rumah yang dijadikan tempat usaha pinjaman uang 

secara online illegal di Kawasan Green Lake City, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. 

Sebanyak 32 orang pekerja-pun diamankan ketika mereka sedang melakukan penagihan utang 

secara online dengan modus-modus dan ancaman, serta penyebaran data pribadi. Sehingga 

perlindungan dan sosialisasi hukum berkaitan dengan pinjaman online terutama hak layanan 

pengguna pinjaman online berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 perlu disosialisasikan lebih 

lanjut.  

Adapun metode sosialisasi yang dilakukan adalah ceramah dan tanya jawab. Tim Peneliti 

bekerjasama dengan Kecamatan Cipondoh akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi factor-faktor yang 

mempengaruhi pinjaman online dan peran pinjaman online bagi UMKM.. Sosialisasi ini sangat berguna 

bagi individu masyarakat dalam hal mengenal pinjaman online, terutama untuk mengetahui hak dan 

kewajiban pengguna. 

Keyword: Pinjaman Online, UMKM, Sosialisasi 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Analisis Situasi 

Pada dasarnya, UMKM memiliki peran yang besar dalam upaya pembangunan, 

pertumbuhan dan peningkatan ekonomi di Indonesia. Saat ini, jumlah UMKM terus 

meningkat dan berkembang dari berbagai sektor. Adanya peningkatan dan perkembangan dari 

UMKM diharapkan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih 

banyak tenaga kerja baru untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Namun, adanya 

Pandemi Covid-19 menjadikan pertumbuhan pada sektor UMKM menjadi cenderung 

memburuk.  

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai 

Bencana Nasional yang ditindaklanjuti dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala besar tentu 

menghalangi perekonomian di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2021 bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2020 

mengalami penurunan sebesar 2,07%.1  Terjadinya penurunan ekonomi di Indonesia 

memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, 

termasuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).  

Berdasarkan data hasil survei terhadap 206 pelaku UMKM di wilayah Jabodetabek 

yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC), menunjukkan sebanyak 82,9% UMKM 

mengalami dampak negatif dari Pandemi Covid-19. Bahkan keadaan ini mengakibatkan 

63,9% UMKM terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 30%, dan hanya 3,8% 

UMKM yang mengalami peningkatan omzet.2 Selanjutnya, menurut hasil survei beberapa 

lembaga seperti World Bank, Bappenas, dan BPS disebutkan bahwa Pandemi Covid-19 

menyebabkan UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan 

gaji karyawan. Bahkan terdapat UMKM yang terpaksa melakukan PHK. Selain itu, kendala 

 
1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020 No. 13/02/Th.XXIV, 5 Februari 2021. 
2 Katadata, “Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19”, diakses melalui Digitalisasi UMKM di Tengah 

Pandemi Covid-19 (katadata.co.id), pada 8 Februari 2022, pukul 13.28 WIB. 

https://katadata.co.id/umkm
https://katadata.co.id/umkm


lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, 

pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat.3 

Oleh sebab itu, UMKM yang mengalami kesulitan memperoleh permodalan dan 

adanya keterbatasan akses permodalan dari perbankan serta bantuan permodalan UMKM 

lainnya, mencari alternatif permodalan lain seperti pinjaman online. Dimana belakangan ini, 

pinjaman online seringkali dijadikan jalan keluar dengan segala kemudahan dalam melakukan 

pengajuan pinjaman, seperti tidak adanya jaminan, pencairan dan pengembalian dana 

pinjaman online yang cepat, dan kemudahan-kemudahan lainnya.  

Ditinjau berdasarkan kemanfaatan, kehadiran pinjaman online tersebut telah 

mengundang banyak minat masyarakat yang memiliki kesulitan dalam pemanfaatan layanan 

keuangan konvensional sebelumnya layaknya bank yang terhambat oleh prosedur yang 

berbelit-belit dan waktu yang cukup lama hingga mendapatkan pencairan dana dapat 

menghabiskan waktu 7 sampai 14 hari kerja, sedangkan pinjaman online hanya menghabiskan 

4 jam hingga 3 hari.4 Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan pinjaman online menjadi 

daya tarik utama dimana masyarakat cukup mengunduh aplikasi ataupun membuka website 

fintech penyedia jasa pinjaman online dimana saja dan kapan saja selama ada internet 

terkoneksi pada gawai maupun perangkat mendukung lainnya. Pencairan dan pengembalian 

dana Pinjaman online juga terbilang mudah dimana cicilan pengembalian dapat dilakukan 

melalui transfer di ATM atau bank. 

Pinjaman online sebagai salah satu produk fintech atau teknologi finansial yang 

merupakan  suatu terobosan dibidang jasa keuangan finansial dengan bantuan teknologi 

informasi, dimana Bank Indonesia mengartikan dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Teknologi Finansial yaitu Teknologi Finansial 

adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, 

teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas 

 
3 Haryo Limanseto, diakses melalui Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi - Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, pada 8 Februari, pukul 14.21 WIB. 
4 Istiqamah, “ANALISIS PINJAMAN ONLINE OLEH FINTECH DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA”, 

Jurisprudentie,Vol. 6 Nomor 2 (Desember, 2019), hlm. 293. 

https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi#:~:text=Hasil%20survey%20dari%20beberapa%20lembaga%20%28BPS%2C%20Bappenas%2C%20dan,gaji%20karyawan.%20Beberapa%20diantaranya%20sampai%20harus%20melakukan%20PHK.
https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi#:~:text=Hasil%20survey%20dari%20beberapa%20lembaga%20%28BPS%2C%20Bappenas%2C%20dan,gaji%20karyawan.%20Beberapa%20diantaranya%20sampai%20harus%20melakukan%20PHK.


sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem 

pembayaran.5 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan secara nasional akumulasi pinjaman 

online hingga akhir Desember 2020 telah mencapai 155,9 triliun. Penyaluran pinjaman online 

tersebut didominasi oleh wilayah Pulau Jawa, salah satunya Jakarta dengan total pinjaman 

baru mencapai 20,68 triliun. Besarnya total nilai pinjaman tersebut menunjukkan adanya 

kebutuhan dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada perusahaan pinjaman online.  

Namun, disisi lain pinjaman online ini menjadi suatu ancaman bagi masyarakat, khususnya 

para pelaku UMKM dengan maraknya pinjaman online ilegal yang berisiko seperti tingginya 

suku bunga, ancaman penagihan debt collector, serta penyalahgunaan dan kebocoran data 

pribadi pengguna pinjaman online. Adanya risiko pinjaman online ilegal tersebut telah 

menjadi masalah bagi masyarakat dimana OJK mencatat dalam kurun waktu 2019-2021 

setidaknya terdapat 19.711 kasus aduan terhadap penyelenggaraan fintech peer-to-peer (P2P) 

lending resmi dan juga  pinjaman online ilegal.6  Sementara itu, dalam kasus pinjaman online 

ilegal laporan data Kominfo hingga pertengahan Oktober 2021 setidaknya terdapat 151 

pinjaman online ilegal yang sudah diberantas.7  Akan tetapi tetap saja ada beberapa kasus 

terkait dengan pinjaman online yang bermunculan dalam masyarakat. 

Salah satu kasus yang terjadi di daerah Bekasi, Jawa Barat seorang warga bernama 

Zainal Arifin yang terkena risiko pinjaman online ilegal,  dimana Ia telah meminjam uang 

sebesar Rp 1,4 juta dan harus membayar cicilan selama tujuh hari dengan bunga besar yaitu 

35%. Namun menurut keterangan Zainal sebelum waktu tenggang tujuh hari, biasanya pihak 

pinjol ilegal telah mengejar pelunasan dan jika pelunasan belum diberikan maka akan diancam 

untuk disebarkan data-data pribadinya.8  

 
5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. 
6 Aziz Rahardyan, “Aduan Pinjol Capai 19.711 Kasus, Hampir Separuhnya Pelanggaran Berat”, diakses melalui 

https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-

pelanggaran-berat pada 8 Februari 2022, pukul 16.02 WIB.  
7 Adi Wikanto, “Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 103 Fintech Legal & Terdaftar Januari Tahun 2022”, diakses dari 

https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022 , 

Pada 4 Februari 2022, Pukul 00.29 WIB  
8 Pinjol ilegal digerebek aparat, namun sulit diberantas selama 'pemerintah hanya akan selalu sibuk menyembuhkan 

penyakit, bukan mencegah”, diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58946957 pada 8 Februari 

2022, pukul 16.35 WIB 

https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat
https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat
https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022
https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022
https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58946957


Terlepas dari risiko pinjaman online ilegal, Ketua Satuan Tugas Pengembangan 

Keuangan Syariah dan Ekosistem UMKM Ahmad Buchori mengemukakan bahwa minimnya 

pendampingan dan pemberian edukasi kepada para pelaku UMKM terhadap produk keuangan 

menyebabkan para pelaku UMKM masih banyak yang melakukan pinjaman rentenir dan 

pinjaman online ilegal.9  

Kendati sudah ada ketentuan-ketentuan berkaitan dengan perkembangan pinjaman 

online di Indonesia, tentu saja belum memberikan ruang yang cukup terhadap pemahaman 

masyarakat ataas pinjaman online tersebut. Sehingga perlindungan dan sosialisasi hukum 

berkaitan dengan pinjaman online terutama hak layanan pengguna pinjaman online 

berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 perlu disosialisasikan lebih lanjut.  

Salah satunya di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang ini dimana pada 14 Oktober 

2021 terdapat kasus Polda Metro Jaya menggerebek rumah yang dijadikan tempat usaha 

pinjaman uang secara online illegal di Kawasan Green Lake City, Kecamatan Cipondoh, Kota 

Tangerang. Sebanyak 32 orang pekerja-pun diamankan ketika mereka sedang melakukan 

penagihan utang secara online dengan modus-modus dan ancaman, serta penyebaran data 

pribadi10.  

 

1.2 Permasalahan Mitra 

Banyaknya perusahaan pinjaman online tersebut menjadikan masyarakat semakin 

tergiur dengan program yang ditawarkan walaupun bunga pinjaman online tersebut lebih 

tinggi dibandingkan dengan bank. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi pengguna layanan 

pinjaman online tersebut, terutama saat penagihan pembayaran. Selain itu juga permasalahan 

pinjaman online setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. Lender dapat 

membaca semua transaksi HP dan Foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah. 

 
9 Arief Rahman Hakim, “OJK Ungkap Sederet Tantangan Pembiayaan UMKM”, diakses melalui 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4878338/ojk-ungkap-sederet-tantangan-pembiayaan-umkm pada 8 Februari 

2022, pukul 16.39 WIB 

10Muhammad Isa Bustomi, “Pinjol Ilegal di Green Lake City Tangerang, Polisi Tetapkan 3 Orang Tersangka”  

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/15/16025141/pinjol-ilegal-di-green-lake-city-tangerang-polisi-

tetapkan-3-orang?page=all pada 23 Juni 2022, pukul 10.57 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4878338/ojk-ungkap-sederet-tantangan-pembiayaan-umkm
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/15/16025141/pinjol-ilegal-di-green-lake-city-tangerang-polisi-tetapkan-3-orang?page=all
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/15/16025141/pinjol-ilegal-di-green-lake-city-tangerang-polisi-tetapkan-3-orang?page=all


Permasalahan jasa keuangan berbasis online tersebut ternyata tidak hanya dirasakan 

oleh masyarakat umum secara luas, akan tetapi secara spesifik dirasakan oleh para pelaku 

UMKM karena UMKM yang tidak bankable tentu lebih memilih menggunakan pinjaman 

online dibandingkan dengan melakukan pinjaman ke bank. Atas dasar hal tersebut maka 

pentingnya diberikan sosialisasi khusus kepada masayarakat pelaku UMKM berkaitan dengan 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban apa yang perlu diperhatikan untuk kepemilikan praktik 

pinjaman online berbasis teknologi berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016. Terutama 

warga di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang dimana terdapat beberapa kasus warganya 

,mendapatkan terror dari penagih utang pinjaman online illegal dan juga penyebaran data 

pribadi layaknya foto, maupun ancaman kepada kerabat, bahkan dalam beberapa kasus warga 

yang tidak pernah melakukan pinjaman online pun juga terkena terror dan tuduhan telah 

meminjam dan harus membayarnya, dimana hal tersebut sangat mengganggu aktivitas sehari-

hari dari warga Kecamatan Cipondoh. 

 

1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait  

 Adanya Pandemi Covid-19 menjadikan pertumbuhan pada sektor UMKM menjadi 

cenderung memburuk. Para pelaku UMKM yang cenderung tidak bankable banyak 

melakukan pinjaman melalui sarana online karena dirasa cukup mudah. Akan tetapi banyak 

yang tidak memperhatikan hak-hak yang dimiliki para pengguna layanan pinjaman online 

(pinjol) sebagai konsumen. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang tidak 

dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman 

online.  

 Dalam hal ini, untuk memberikan pengetahuan dan sosialisasi terhadap masyarakat 

sejatinya terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan 

Konsumen), Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Teknologi Finansial 

yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, dan POJK 77/2016 khususnya dalam 

Pasal 26 huruf c POJK 77/2016  yang menyatakan bahwa penyelenggara pinjaman online 

wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data 



pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan 

persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain 

oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 Sosialisasi di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang dilakukan secara interaktif antar 

pemateri dengan warga sebagai pendengar. Dimana dalam sosialisasi tersebut telah dijelaskan 

latar belakang yang menjadi maraknya usaha pinjol di masyarakat, terkait dasar hukum dan 

legalitas dari pinjol sendiri agar dapat dibedakan yang illegal dan legal yang dapat dilihat dari 

website Otoritas Jasa Keuangan sendiri. Disatu sisi sosialisasi ini juga membahas upaya yang 

dapat dilakukan masyarakata Kecamatan Cipondoh ketika terjerat pinjol illegal yang pada 

dasarnya adalah suatu perjanjian secara perdata dan harus memenuhi pasal 1320 KUHPerdata, 

namun kenyataanya syarat kesepakatan dan suatu sebab yang halal tidak terpenuhi sehingga 

menyebabkan perjanjian dari pinjol illegal ini dapat dibatalkan dan juga batal demi hukum.  

 Dalam sosialisasi tersebut telah dipaparkan juga mengenai hal-hal yang harus 

diperhatikan ketika para warga ingin melakukan pinjol layaknya harus memperhatikan 

legalitas perusahaan pinjol, adanya syarat dan ketentuan dari bunga dan denda pinjol yang 

harus di baca dan diketahui, hingga cara-cara pengaduan yang dapat diambil oleh para warga 

ketika adanya terror dari pinjol. 

 Masyarakat dari Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang juga antusias dalam mengikuti 

pemaparan materi terkait dengan memberikan beberapa pertanyaan atas keluhan yang mereka 

alami layaknya bagaimana cara melakukan pengaduan ketika mereka diteror oleh perusahaan 

pinjaman online padahal mereka sendiri tidak melakukan pinjaman, ada juga pertanyaan 

terkait bagaiaman cara mereka mengetahui pihak mana yang membocorkan data pribadi 

mereka dan bagaimanakah cara pembuktian terkait; dan juga terdapat warga yang memberikan 

pertanyaan sekaligus usulan terkait mengapa jiwa koperasi di Indonesia tidak dihidupkan 

kembali untuk melawan daripada pinjaman online illegal. 

  



BAB II 

 SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN 

 

2.1 Solusi Permasalahan 

 Pandemi Covid-19 menyebabkan UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar 

tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Bahkan terdapat UMKM yang terpaksa melakukan 

PHK. Selain itu, kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan 

baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat. 

 Pada dasarnya pinjaman online membeirkan kemudahan kepada para UMKM yang 

tidak bankable dan membutuhkan dana yang urgent untuk kebutuhan usahanya. Adapun guna 

pelrindungan hukum sejatinya pemerintah melalui OJK telah melakukan sebuah perlindungan 

dengan dituangkannya dalam sebuah regulasi salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi. Pada dasarnya perlindungan tersebut diamanatkan dalam Pasal 29 

berupaya mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan prinsip dasar dari perlindungan 

pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, 

dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. 

 Sehubungan dengan permasalahan yang telah dipaparkan sebelelumnya dalam uraian 

hasil penelitian tim PKM FH UNTAR telah memberikan beberapa solusi yang dapat di 

tempuh oleh mitra untuk menghadapi permasalahannya seperti : 

1. Dalam hal terjadinya kebocoran data pribadi, maupun terror dari perusahan pinjaman 

online maka langkah yang harus warga lakukan adalah melakukan pengaduan kepada 

pihak yang berwajib seperti kepada OJK lewat kontak 157  maupun website resmi OJK, 

ataupun bisa juga melakukan pengaduan kepada kantor kepolisian setempat lewat satuan 

tugas (satgas) Waspada Investasi. 

2.    Dalam hal akan melakukan pinjaman online mitra juga harus memperhatikan dan 

memastikan telah melakukan pinjaman di perusahaan yang terdaftar/berizin di OJK yang 

per 2 Maret 2022 terdapat 202 perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK; mitra 

juga dalam meminjam harus meminjam sesuai kebutuhan, melunasi tepat waktu; dan juga 



wajin memahami kontrak perjanjian serta mengetahui bunga dan denda pinjaman 

sebelum memutuskan melakukan pinjaman. 

3.   Terkait maraknya perusahaan pinjaman online dan sulitnya menghidupkan kembali jiwa 

koperasi di Indonesia adalah karena akses kemudahan dan perkembangan zaman yang 

tidak dapat dipungkiri, dimana koperasi dinilai telah tertinggal zaman dan masih sulit jika 

disandingkan dengan pinjaman online yang hanya bermodalkan internet, smartphone, dan 

KTP dapat langsung melakukan pinjaman dana dimanapun dan kapanpun serta pencairan 

dana yang tergolong mudah dan cepat.  

 

2.2 Luaran Kegiatan  

No Jenis Luaran Keterangan 

Luaran Wajib 

1 Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau Draft/sudah sumbit 

2 Prosiding dalam Temu ilmiah Draft/sudah sumbit 

Luaran Tambahan  

1 Publikasi di jurnal Internasional  Draft/sudah sumbit 

2 Publikasi di media massa Draft/sudah sumbit 

3 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Draft/terdaftar 

4 Teknologi Tepat Guna (TTG) Draft/sudah disusun 

5 Model/purwarupa/karya desain atau Draft/sudah disusun 

6 Buku ber ISBN Draft/sudah disusun 

 

  



BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan 

Kegiatan sosialisasi hak pengguna layanan pinjaman online di Kecamatan Cipondoh 

Indah, Tangerang diselenggarakan secara bertahap dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

daripada transparansi dan keterbukaan, partisipasi, koordinasi, serta keterpaduan. Sosialisasi 

perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online di Kecamatan Cipondoh, Tangerang 

harus dapat memberikan gambaran akan berbagai aspek-aspek penting yang perlu diterapkan 

dalam rangka menciptakan perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online, 

perlindungan data pribadi pengguna serta  penerapan aspek kehati-hatian dalam 

penggunaannya terkhusus dalam melakukan pinjaman online.  Metode sosialisasi yang 

dipraktikan berupa pemaparan materi diikuti diskusi interaktif dan tanya jawab  antara 

pemateri dengan peserta sosialisasi. 

 

3.2  Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM 

Kecamatan Cipondoh Tangerang sebagai mitra dalam kegiatan PKM akan membantu 

tim dalam memfasilitasi tempat dan sarana, serta menyebarkan informasi mengenai sosialisasi 

yang diadakan. Mitra juga akan menugaskan perangkat kelurahan untuk mengikuti sosialisasi 

ini.  

 

3.3  Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim. 

Materi yang disampaikan pada sosialisasi ini antara lain: 

1. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pinjaman Online dan Pengenalan Kontrak 

Perjanjian oleh Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. 

2. Moderator oleh Indah Siti Aprilia 

3. Tim Administrasi oleh Tasya 

 

 

  



BAB IV 

HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI 

4.1 Hasil 

Kemudahan yang ditawarkan pinjaman online tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan 

perseorangan, pada praktiknya kalangan yang sangat terbantu dari pinjaman online adalah 

para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terutama pada masa pandemi Covid-19. 

Sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) Sebagai Bencana Nasional yang diikuti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala 

besar telah menurunkan perekonomian Indonesia yang dampaknya secara signifikan 

dirasakan masyarakat terutama pelaku UMKM.  Berdasarkan hasil survei terhadap 206 pelaku 

UMKM di wilayah Jabodetabek yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC), 

menunjukkan sebanyak 82,9% UMKM mengalami dampak negatif dari Pandemi Covid-19. 

Bahkan 63,9% UMKM terdampak mengaku mengalami penurunan profit lebih dari 30%.  

Kesulitan yang dirasakan UMKM tersebut menyebabkan adanya hambatan untuk 

mengembangkan bisnis dikarenakan keterbatasan akses permodalan dalam pemanfaatan 

layanan keuangan konvensional layaknya bank yang terhambat oleh prosedur rumit dan waktu 

yang cukup lama hingga mendapatkan pencairan dana dapat menghabiskan waktu 7 sampai 

14 hari kerja, sedangkan pinjaman online hanya menghabiskan 4 jam hingga 3 hari. Alternatif 

penyediaan permodalan lewat pinjaman online dijadikan solusi dimana berdasarkan laporan 

Otoritas Jasa Keuanagan (OJK) mencatat peminjaman melalui pinjaman online per Desember 

2021 jumlahnya naik menjadi Rp 13,60 triliun.  

Secara penggunaan, cara kerja dari pinjaman online  sangat sederhana juga fleksibel 

menggunakan teknologi big data artificial intelligence dalam memproses pengajuan pinjaman 

100% secara online yang transaksinya dilakukan melalui smartphone pengguna yang telah 

mendaftarakan dirinya pada platform pinjaman online, dimana calon peminjam dapat 

menentukan sendiri jumlah dan waktu peminjaman  yang akan dikonfimasi oleh sistem pada 

platform setelah itu dananya dapat dicairkan secara tunai lewat rekening bank peminjam 

bersangkutan. 

Layanan pinjaman online pada dasarnya sebatas kesepakatan secara perdata yang merupakan 

perjanjian antara pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman yang diwadahi oleh platform 



pinjaman online, sehingga segala resiko lahir dari kesepakatan tersebut menjadi tanggung 

jawab dari pihak masing-masing yang terlibat, dalam hal ini ketika adanya resiko gagal bayar 

maupun kredit macet lainnya pemerintah tidak memiliki andil dan tanggung jawab atas hal 

tersebut. Pengguna layanan pinjaman online baik dari sisi pihak peminjam maupun  pemberi 

pinjaman wajib membaca dan juga memahami sendiri informasi dan ketentuan yang 

ditawarkan oleh platform pinjaman online. 

Keberadaan platform pinjaman online secara yuridis oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia telah diatur 

melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan 

Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, namun pada praktiknya telah bermunculan 

berbagai bentuk pinjaman online baik yang legal  maupun ilegal yang menjadi masalah di 

masyarakat dimana OJK mencatat dalam kurun waktu 2019-2021 setidaknya terdapat 19.711 

kasus aduan terhadap penyelenggaraan fintech peer-to-peer (P2P) lending resmi dan 

juga  pinjaman online ilegal. 

Dengan demikian merujuk kepada layanan peminjaman online sebagaimana telah 

diatur melalui POJK NO. 77/POJK.01/2016 masyarakat sebagai pengguna pinjaman 

online  harus mengetahui perlindungan dan haknya yang dimiliki atas perjanjian yang terjadi 

lewat pinjaman online sehingga dapat meminimalisir masalah pelanggaran hak pengguna atau 

lainnya yang terjadi dikemudian hari.  

Banyaknya perusahaan pinjaman online dengan program-program yang ditawarkan 

sangat menggiurkan masyarakat untuk melakukan pinjaman walaupun bunga yang ditawarkan 

dari pinjaman online lebih besar dibandingkan pinjaman di bank.  Hal ini telah memunculkan 

permasalahan yang sering terjadi dalam menggunakan layanan pinjaman online, baik antara 

pemberi pinjaman maupun peminjam yaitu kurangnya pemahaman akan perlindungan dari 

hak pengguna dalam layanan pinjaman online; seringnya terjadi teror dan ancaman dalam 

penagihan uang kepada pengguna layanan pinjaman online yang terlambat dalam pembayaran 

dikarenakan bunga pinjaman online yang terlalu besar; tidak jarang data dan informasi 

pribadinya disebarkan pada kerabat dan teman dekatnya, perilaku penagihan pinjaman online 

tersebut tentunya memunculkan rasa tidak nyaman, malu dan takut bagi pengguna. 

Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan secara 

detail akan perjanjian syarat-prasyarat, komitmen, resiko, suku bunga dan denda 



keterlambatan pembayaran pelunasan oleh peminjam dalam melakukan pinjaman di layanan 

pinjaman online, yang terkadang bahkan tidak mengetahui apakah layanan pinjaman online 

tersebut telah resmi sesuai izin OJK ataupun ilegal.  

Permasalahan tersebut tidak hanya dirasakan oleh perorangan namun juga oleh 

masyarakat umum, terutama secara spesifik oleh para pelaku UMKM yang terkadang tidak 

dapat memenuhi persyaratan pinjaman uang di bank (tidak bankable), sehingga mereka 

memilih layanan pinjaman online. Adapun berdasarkan analisis siutasi permasalahan yang 

sudah didapatkan sebelumnya didasarkan pada pra survei yang telah dilakukan, maka 

pentingnya diberikan sosialisasi khusus kepada masyarakat dari Kecamatan Cipondoh, 

Tangerang terutama para pelaku UMKM berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

apa yang perlu diperhatikan dalam pengunaan layanan pinjaman online berbasis teknologi 

berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016, hal ini diharapkan dapat menjadi suatu tindakan 

preventif bagi masyarakat untuk mengetahu lebih lanjut haknya sebagai pengguna layanan 

pinjaman online dan mengurangi dampak buruk yang kemungkinan terjadi.  

 

4.2 Luaran yang Dicapai 

Dengan diadakannya kegiatan sosialisasi ini, hasil yang didapatkan adalah masukan 

atau saran yang akan kami ajukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LPPM) UNTAR untuk membantu masyarakat dalam memberikan tindakan 

preventif dan perlindungan hukum bagi masyarakat di Kecamatan Cipondoh.  

Dengan demikian, hasil luaran yang dicapai adalah memberikan pemahaman 

mengenai regulasi dari fenomena peminjaman online yang terjadi di masyarakat terutama di 

Kecamatan Cipondoh, berupa: 

1. Luaran Umum 

Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan 

dengan pinjaman online, dan Peer to Peer Lending 

2. Luaran Khusus 

Secara khusus luaran yang diharapkan adalah untuk mengembangkan pemahaman di 

masyarakat mengenai pinjaman online dan perlindungan data pribadi dalam bentuk jurnal 

prosiding dan HKI. 



 

  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dengan pengadaan sosialisasi lewat adanya metode pemaparan materi serta diskusi 

interaktif tanya jawab dengan masyarakat Kecamatan Cipondoh, Tangerang bertujuan untuk 

memberi pengetahuan sekaligus  mengedukasi lebih lanjut masyarakat di Kecamatan 

Cipondoh, Tangerang akan keberadaan fintech sebagai pemicu lahirnya aplikasi peminjaman 

dana yang berbasis online atau dikenal dengan pinjaman online (peer to peer lending) yang 

telah banyak menarik minat masyarakat belakangan ini. Dimana sebenarnya layanan 

pinjaman online yang digunakan masyarakat Kecamatan Cipondoh, Tangerang pada 

dasarnya sebatas kesepakatan secara perdata yang merupakan perjanjian antara pihak 

peminjam dan pihak pemberi pinjaman yang diwadahi oleh platform pinjaman online.  

Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan pada hari  Rabu, 25 Mei 2022 

diselenggarakan secara offline dengan menggunakan metode penyampaian pemaparan 

materi dan tanya jawab, diskusi interaktif, dan konsultasi hukum. Sebagaimana kita ketahui 

bahwa, pemaparan materi adalah penyampaian yang dilakukan dengan menggunakan metode 

tanya jawab sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing. Metode tanya jawab adalah 

metode yang dilakukan kepada target sasaran untuk menanyakan apa yang kurang dimengerti 

dalam bentuk konsultasi dan bantuan hukum secara cuma-cuma (probono). 

 

5.2 Saran 

Dengan terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini, hasil yang telah kami peroleh 

adalah terciptanya sebuah pemahaman di masyarakat terutama warga di Kecamatan 

Cipondoh, Kota Tangerang untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi terutama 

teknologi dalam hal finansial pinjaman online, terutama untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran hak-hak pengguna pinjaman online secara rinci guna mencegah penagihan 

karena pengguna layanan tak kuat dalam membayar pinjaman yang bunganya terlalu besar, 

masyarakat juga harus mengerti cara memilih sarana pinjaman online yang terpercaya dan 

mengetahui akan dampak yang ditimbulkan ketika memilih untuk memakai layanan 



pinjaman online, OJK juga seharusnya menutup perusahaan yang tidak mempunyai dokumen 

izin atau ilegal supaya tindakan-tindakan pelanggaran hak terhadap para peminjam online 

dapat dicegah sedini mungkin. 
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ABSTRAK 

Keberadaan aplikasi peminjaman dana berbasis online atau dikenal dengan pinjaman online (peer to peer lending) 

baik yang legal maupun ilegal memicu adanya permasalahan pelanggaran hak bagi penggunanya. Atas 

permasalahan tersebut dibutuhkan perlindungan hak bagi pengguna pinjaman online sebagai bentuk perlindungan 

hukum yang diberikan pemerintah untuk melindungi warga negaranya terutama para pelaku UMKM. Masyarakat 

Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang dalam hal ini sering mengalami permasalahan menyangkut peminjaman 

uang secara online.  Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat agar mengetahui berbagai aspek penting perindungan hak pengguna layanan pinjaman online 

terutama yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016. Dalam peraturan 

tersebut terdapat lima prinsip yang wajib dilaksanakan agar perlindungan hak atas pengguna bisa berjalan 

maksimal, yakni transparansi, keandalan, rahasia konsumen, perlakuan adil dan penyelesaian sengketa dengan 

cepat mudah dan biaya ringan Seluruh prinsip tersebut wajib diimplementasikan oleh seluruh pihak yang terlibat 

dalam pinjaman online hingga OJK sebagai pengemban komitmen dalam memberi perlindungan bagi masyarakat.  

Target pencapaian yang akan dihasilkan yaitu mengembangkan pemahaman masyarakat terutama para pelaku 

UMKM berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, perlindungan data pribadi serta apa yang perlu 

diperhatikan dalam pengunaan layanan pinjaman online di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Kegiatan 

sosialisasi dilakukan dengan metode berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan peserta 

sosialisasi.  

  

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Pengguna, Pinjaman Online. 

 

ABSTRACT 

The existence of online-based lending applications or known as online loans (peer-to-peer lending), whether it’s 

legal or illegal, triggers the problem of violating rights for users. For these problems, it is necessary to protect 

the rights of online loan users as a form of legal protection given by the government to protect its citizens 
especially MSME actors. Citizens of the Cipondoh Sub-district, Tangerang City, in this case often experienced 

problems regarding onlinebased money lending. The implementation of this community service is carried out by 

socializing with the community in order to know various important aspects of protecting the rights of online loan 

service users, especially those regulated in the Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016. 

There are five principles found in this regulation that must be implemented so that the protection of user rights 

can run optimally, namely transparency, reliability, consumer confidentiality, fair treatment and dispute 

resolution quickly, easily, and at low cost. All of these principles must be implemented by all parties involved in 

online loans to OJK as the bearer of the commitment to protect the community. The achievement target that will 

be produced is to develop public understanding, especially MSME actors regarding rights and obligations, 

personal data protection, and what needs to be considered in using online loan services in Cipondoh District, 

Tangerang City. Socialization activities are carried out using methods in the form of material presentation and 

interactive discussions between presenters and socialization participants. 

 

Key words : Legal Protection, User Rights, Online Loans. 
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1. PENDAHULUAN  

 Pada era globalisasi kini, adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah 

membawa dampak yang signifikan dalam menunjang peningkatan kompleksitas kebutuhan 

manusia. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, dalam sektor industri keuangan sendiri telah 

melakukan adanya digitalisasi dan menghadirkan financial technology (fintech) yang 

memungkinkan proses transaksi keuangan lebih efisien, praktis, aman dan modern. Fintech 

pada dasarnya merupakan penerapan teknologi pada sistem keuangan yang menciptakan baik   

layanan, produk, teknologi, dan/atau suatu model bisnis yang baru serta berimplikasi pada 

stabilitas moneter, sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan dari 

sistem pembayaran.  

Keberadaan fintech sendiri telah memicu lahirnya aplikasi peminjaman dana yang 

berbasis online atau dikenal dengan pinjaman online (peer to peer lending). Melalui pinjaman 

online masyarakat yang terdesak atas keperluan dana dapat memperolehnya secara cepat dan 

mudah tanpa perlu mengajukan kredit kepada bank dengan melalui persyaratan yang panjang 

dan rumit, hal ini dikarenakan pinjaman online menyediakan suatu aplikasi yang 

memungkinkan hubungan antara pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman terjadi secara 

online kapanpun dan dimanapun.  

Kemudahan yang ditawarkan pinjaman online tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan 

perseorangan, pada praktiknya kalangan yang sangat terbantu dari pinjaman online adalah para 

pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terutama pada masa pandemi Covid-19. 

Sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) Sebagai Bencana Nasional yang diikuti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala 

besar telah menurunkan perekonomian Indonesia yang dampaknya secara signifikan dirasakan 

masyarakat terutama pelaku UMKM.  Berdasarkan hasil survei terhadap 206 pelaku UMKM 

di wilayah Jabodetabek yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC), menunjukkan 

sebanyak 82,9% UMKM mengalami dampak negatif dari Pandemi Covid-19. Bahkan 63,9% 

UMKM terdampak mengaku mengalami penurunan profit lebih dari 30%.  

Kesulitan yang dirasakan UMKM tersebut menyebabkan adanya hambatan untuk 

mengembangkan bisnis dikarenakan keterbatasan akses permodalan dalam pemanfaatan 

layanan keuangan konvensional layaknya bank yang terhambat oleh prosedur rumit dan waktu 

yang cukup lama hingga mendapatkan pencairan dana dapat menghabiskan waktu 7 sampai 14 

hari kerja, sedangkan pinjaman online hanya menghabiskan 4 jam hingga 3 hari. Alternatif 

penyediaan permodalan lewat pinjaman online dijadikan solusi dimana berdasarkan laporan 

Otoritas Jasa Keuanagan (OJK) mencatat peminjaman melalui pinjaman online per Desember 

2021 jumlahnya naik menjadi Rp 13,60 triliun.  

Secara penggunaan, cara kerja dari pinjaman online  sangat sederhana juga fleksibel 

menggunakan teknologi big data artificial intelligence dalam memproses pengajuan pinjaman 

100% secara online yang transaksinya dilakukan melalui smartphone pengguna yang telah 

mendaftarakan dirinya pada platform pinjaman online, dimana calon peminjam dapat 

menentukan sendiri jumlah dan waktu peminjaman  yang akan dikonfimasi oleh sistem pada 

platform setelah itu dananya dapat dicairkan secara tunai lewat rekening bank peminjam 

bersangkutan. 

Layanan pinjaman online pada dasarnya sebatas kesepakatan secara perdata yang 

merupakan perjanjian antara pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman yang diwadahi oleh 

platform pinjaman online, sehingga segala resiko lahir dari kesepakatan tersebut menjadi 

tanggung jawab dari pihak masing-masing yang terlibat, dalam hal ini ketika adanya resiko 

gagal bayar maupun kredit macet lainnya pemerintah tidak memiliki andil dan tanggung jawab 

atas hal tersebut. Pengguna layanan pinjaman online baik dari sisi pihak peminjam maupun  



pemberi pinjaman wajib membaca dan juga memahami sendiri informasi dan ketentuan yang 

ditawarkan oleh platform pinjaman online. 

Keberadaan platform pinjaman online secara yuridis oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia telah diatur melalui 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, namun pada praktiknya telah bermunculan berbagai 

bentuk pinjaman online baik yang legal  maupun ilegal yang menjadi masalah di masyarakat 

dimana OJK mencatat dalam kurun waktu 2019-2021 setidaknya terdapat 19.711 kasus aduan 

terhadap penyelenggaraan fintech peer-to-peer (P2P) lending resmi dan juga  pinjaman online 

ilegal. 

Dengan demikian merujuk kepada layanan peminjaman online sebagaimana telah 

diatur melalui POJK NO. 77/POJK.01/2016 masyarakat sebagai pengguna pinjaman online  

harus mengetahui perlindungan dan haknya yang dimiliki atas perjanjian yang terjadi lewat 

pinjaman online sehingga dapat meminimalisir masalah pelanggaran hak pengguna atau 

lainnya yang terjadi dikemudian hari.  

Banyaknya perusahaan pinjaman online dengan program-program yang ditawarkan 

sangat menggiurkan masyarakat untuk melakukan pinjaman walaupun bunga yang ditawarkan 

dari pinjaman online lebih besar dibandingkan pinjaman di bank.  Hal ini telah memunculkan 

permasalahan yang sering terjadi dalam menggunakan layanan pinjaman online, baik antara 

pemberi pinjaman maupun peminjam yaitu kurangnya pemahaman akan perlindungan dari hak 

pengguna dalam layanan pinjaman online; seringnya terjadi teror dan ancaman dalam 

penagihan uang kepada pengguna layanan pinjaman online yang terlambat dalam pembayaran 

dikarenakan bunga pinjaman online yang terlalu besar; tidak jarang data dan informasi 

pribadinya disebarkan pada kerabat dan teman dekatnya, perilaku penagihan pinjaman online 

tersebut tentunya memunculkan rasa tidak nyaman, malu dan takut bagi pengguna. 

Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan secara 

detail akan perjanjian syarat-prasyarat, komitmen, resiko, suku bunga dan denda keterlambatan 

pembayaran pelunasan oleh peminjam dalam melakukan pinjaman di layanan pinjaman online, 

yang terkadang bahkan tidak mengetahui apakah layanan pinjaman online tersebut telah resmi 

sesuai izin OJK ataupun ilegal.  

Permasalahan tersebut tidak hanya dirasakan oleh perorangan namun juga oleh 

masyarakat umum, terutama secara spesifik oleh para pelaku UMKM yang terkadang tidak 

dapat memenuhi persyaratan pinjaman uang di bank (tidak bankable), sehingga mereka 

memilih layanan pinjaman online. Atas dasar hal tersebut maka pentingnya diberikan 

sosialisasi khusus kepada masyarakat dari Kecamatan Cipondoh, Tangerang terutama para 

pelaku UMKM berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban apa yang perlu 

diperhatikan dalam pengunaan layanan pinjaman online berbasis teknologi berdasarkan POJK 

No. 77/POJK.01/2016, dalam hal ini sosialisasi akan hak pengguna pinjaman online tersebut 

akan dilakukan di daerah Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang sebagai salah satu daerah 

yang warganya seringkali menghadapi permasalahan menyangkut peminjaman uang secara 

online. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM  

Kegiatan sosialisasi hak pengguna layanan pinjaman online di Kecamatan Cipondoh 

Indah, Tangerang diselenggarakan secara bertahap dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

daripada transparansi dan keterbukaan, partisipasi, koordinasi, serta keterpaduan. Sosialisasi 

perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online di Kecamatan Cipondoh, Tangerang 

harus dapat memberikan gambaran akan berbagai aspek-aspek penting yang perlu diterapkan 

dalam rangka menciptakan perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online, perlindungan 

data pribadi pengguna serta  penerapan aspek kehati-hatian dalam penggunaannya terkhusus 



dalam melakukan pinjaman online.  Metode sosialisasi yang dipraktikan berupa pemaparan 

materi diikuti diskusi interaktif dan tanya jawab  antara pemateri dengan peserta sosialisasi.  

Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Cipondoh, 

Tangerang sebagai mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) memberikan 

bantuan kepada tim berupa memfasilitasi tempat dan sarana yang akan digunakan tim, serta 

dalam menyebarkan informasi dan undangan mengenai sosialisasi dan pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat yang diadakan, serta penyusunan absensi dan menugaskan warga juga 

perangkat Kecamatan untuk mengikuti sosialisasi ini 

 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Keabsahan Pinjaman Melalui Layanan Pinjaman Online 

Pinjaman online merupakan pinjaman yang dijalankan lewat daring atau media online 

berupa fasilitas dalam bentuk meminjamkan uang dari penyedia jasa ke pemakai jasa dalam 

dunia keuangan. Perjanjian pinjaman online merupakan suatu bentuk perjanjian pinjaman biasa 

namun yang menjadi pembeda adalah alat perantara nya secara daring atau biasa disebut online. 

Ketika prakteknya, perjanjian pinjaman online yang terjadi antara debitur dan kreditur tidak 

memerlukan tempat untuk berhubungan langsung, tetapi dapat dijalankan lewat perangkat 

elektronik. 

Perjanjian pinjaman online yang berlandaskan pada Financial Technology (Fintech) di 

Indonesia dilandaskan dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, dalam 

peraturan tersebut tidak membahas secara khusus mengenai keabsahan maupun tata cara dari 

perjanjian pinjaman online yang berlandaskan Fintech, karena sifat dari aturan tersebut 

hanyalah mencantumkan mengenai tata cara atau prosedurnya, sebaliknya wanprestasi dari 

seseorang yang melaksanakan perjanjian tentunya akan sulit untuk diambil langkah hukumnya 

sebab belum terdapat payung hukum yang memuat tentang sanksi bagi pihak yang melanggar, 

sehingga segala resiko yang lahir dari perjanjian tersebut menjadi tanggung jawab dari masing-

masing pihak yang terkait. 

Ditinjau secara keperdataan pinjaman online sebatas kesepakatan yang didasarkan pada 

adanya suatu perjanjian yang dibuat antara para pihak baik peminjam maupun pemberi 

pinjaman. Ada berbagai syarat yang merupakan syarat subjektif dan objektif dari sebuah 

perjanjian yakni syarat subjektif yang isinya kesepakatan serta kecakapan dalam menciptakan 

sebuah ikatan. Kemudian syarat objektif perjanjian yaitu suatu hal tertentu serta sebuah 

penyebab yang halal. Sebuah perjanjian bisa disebut absah jika syarat-syarat tersebut yaitu 

subjektif dan objektif bisa dipenuhi dari dua belah pihak yang menghasilkan perjanjian itu. Jika 

terdapat pelanggaran maupun tak terpenuhinya syarat dari perjanjian itu maka dapat timbul 

akibat hukumnya. Apabila didalam syarat subjektif belum dipenuhi, maka perjanjian dapat  

dibatalkan.  

Pengaturan hukum yang memberikan aturan perjanjian lewat internet ataupun online 

tentunya mirip dengan peraturan hukum yang memberikan aturan mengenai perjanjian 

konvensional atau secara langsung. Hal tersebut artinya perjanjian online patuh terhadap aturan 

mengenai perjanjian konvensional atau secara langsung. Sebab, pada hakikatnya tata cara 

maupun isi perjanjian tersebut tidak terdapat perbedaan, yang membedakan hanyalah alat atau 

sarana yang dipakai, hal itu membuat perjanjian online dan perjanjian konvensional atau secara 

langsung mempunyai akibat hukum yang sama. 

Perjanjian konvensional atau perjanjian secara langsung dipahami sebagai perjanjian 

yang dijalankan berupa terdapatnya bukti surat perjanjian yang bentuk fisiknya sebuah kertas 

kemudian dibubuhi tanda tangan oleh orang yang saling melakukan perjanjian. Mengenai 

sahnya sebuah perjanjian dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni tercantum 

empat syarat sah sebuah perjanjian yakni adanya kesepakatan, dijalankan subjek hukum yang 



memiliki kecakapan, adanya sebab tertentu serta tak diperbolehkan melawan Undang-undang. 

Perjanjian secara langsung tentunya diperlukan pertemuan diantara kedua belah pihak ataupun 

lewat perantara pihak lain. Sebab ketika melakukan tanda tangan diharuskan melakukannya 

langsung. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa perjanjian secara langsung mempunyai 

kelemahan yakni cukup menghabiskan waktu bagi kedua belah pihak. Lewat kehadiran era 

globalisasi teknologi informasi yang semakin meluas, maka dalam menjalankan perjanjian itu 

dapat dilaksanakan melalui sarana elektronik. Hal tersebut membuat pelaksanaan perjanjian 

bisa dilaksanakan tanpa terdapatnya suatu pertemuan langsung dari pihak-pihak yang 

berkaitan. Tetapi dengan catatan bahwa harus dipenuhinya syarat yang sah serta bukti 

perjanjian yang sama dengan perjanjian secara langsung atau konvensional. 

Perjanjian pinjaman online berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 1 angka 15 

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik (PP PSTE) sama-sama memberikan definisi serupa yaitu kontrak elektronik 

merupakan perjanjian antara para pihak yang dituangkan melalui sistem elektronik. Sistem 

elektronik sendiri didefinisikan menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE 

sebagai suatu rangkaian prosedur dan perangkat elektronik yang fungsinya  untuk menyiapkan, 

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, 

mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.  Adapun perjanjian elektronik ini 

masuk sebagai bentuk perjanjian tidak bernama atau innominaat yang tidak diatur dalam KUH 

Perdata namun dalam kenyataan di masyarakat hal tersebut berkembang dan diakui sebagai 

suatu tuntutan dalam dunia bisnis.  

Suatu dokumen secara online atau elektronik layak dikatakan sah jika diberikan tanda 

tangan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Tanda tangan yang dipakai 

pada perjanjian online dapat dikatakan absah di mata hukum jika terpenuhinya syarat sesuai 

dengan Pasal 11 Undang-undang ITE. Pada implementasinya, pihak-pihak yang melakukan 

perjanjian pinjaman secara online tidak saling bertemu secara langsung untuk melakukan 

perjanjian, namun pihak yang meminjam dan yang memberikan pinjaman saling terhubung 

lewat penyelenggara pinjaman online. Oleh sebab itu jaminan serta bukti yang dipakai 

dipergunakan secara online atau elektronik dan rawan sekali dampaknya bisa menimbulkan 

permasalahan sengketa. Tentunya perjanjian pinjaman secara online mempunyai risiko yang 

cukup besar dibandingkan perjanjian secara langsung.  

Maka, dilihat dari sisi hukum maka perjanjian yang dilakukan secara online adalah sah 

sebab KUH Perdata mengaturnya pada Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata mengenai perjanjian 

dan adanya konsesualisme. Terkait aturan mengenai keabsahan bukti yang dipakai dapat dilihat 

di Pasal 5 tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dalam UU ITE. Berkaitan 

dengan tata cara pelaksanaan perjanjian pinjaman online serta pihak yang memiliki keterlibatan 

tercantum lewat POJK No. 77/POJK.01/2016.  

 

Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Berdasarkan POJK 

NO.77/POJK.01/2016 

Lahirnya fintech merupakan awal mula dari adanya aplikasi peminjaman dana yang 

berbasis online atau dikenal dengan pinjaman online (peer to peer lending). Melalui pinjaman 

online masyarakat dapat memperoleh dana secara cepat mudah, kapanpun dan dimanapun 

karena dilakukan secara online melalui aplikasi. Kelebihan yang ditawarkan pinjaman online 

telah menjadikan daya tarik sendiri untuk digunakan oleh masyarakat terutama oleh 

perseorangan dan  para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terutama di masa 

pandemi Covid-19 sebagaimana ditetapkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia 



Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional yang diikuti kebijakan pemerintah untuk 

membatasi mobilitas warga layaknya Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maupun 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Tentunya dengan kebijakan 

tersebut telah menurunkan tingkat perekonomian Indonesia yang dampaknya secara signifikan 

dirasakan masyarakat terutama pelaku UMKM.   

Berdasarkan hasil survei terhadap 206 pelaku UMKM di wilayah Jabodetabek yang 

dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC), menunjukkan sebanyak 82,9% UMKM 

mengalami dampak negatif dari Pandemi Covid-19. Bahkan 63,9% UMKM terdampak 

mengaku mengalami penurunan profit lebih dari 30%.  Kesulitan yang dirasakan UMKM 

tersebut menyebabkan adanya hambatan untuk baik mempertahankan maupun 

mengembangkan bisnis mereka dikarenakan keterbatasan akses permodalan dalam 

pemanfaatan layanan keuangan konvensional layaknya bank yang terhambat oleh prosedur 

rumit dan waktu yang cukup lama hingga mendapatkan pencairan dana dapat menghabiskan 

waktu 7 sampai 14 hari kerja, sedangkan pinjaman online hanya menghabiskan 4 jam hingga 

3 hari.  Sehingga alternatif penyediaan permodalan lewat pinjaman online dijadikan solusi 

dimana berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat peminjaman melalui 

pinjaman online per Desember 2021 jumlahnya naik menjadi Rp 13,60 triliun.  

Melihat dari kebutuhan masyarakat yang tinggi dalam penggunaan pinjaman online 

tersebut maka perlunya masyarakat mengetahui hak mereka sebagai pengguna pinjaman online 

berupa peranan pemerintah dalam memberi perlindungan kepada warganya lewat aturan-aturan 

yang dikeluarkan ataupun lewat tindakan langsung untuk mencegah dan menangani kasus yang 

melanggar hak pengguna layanan pinjaman online. Pada praktiknya telah bermunculan 

berbagai bentuk pinjaman online baik yang legal maupun ilegal menjadi masalah di masyarakat 

pengguna layanan pinjaman online kian tertuju pada bentuk pelanggaran hak asasi manusia 

(HAM) yang timbul dari intimidasi, teror hingga ancaman dalam penagihan kepada pemakai 

layanan pinjaman online yang terlambat ketika melaksanakan pembayaran. Perilaku penagihan 

pinjaman online tersebut tentunya memunculkan rasa tidak nyaman, malu dan takut bagi 

seseorang karena informasinya disebar kepada kerabat-kerabat terdekat. 

Data dari OJK pada kurun waktu 2019-2021 setidaknya telah terdapat kasus aduan 

terhadap penyelenggaraan fintech peer-to-peer (P2P) lending resmi dan juga  pinjaman online 

ilegal sebanyak 19.711. OJK sendiri sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan di 

Indonesia secara yuridis telah mengeluarkan POJK NO. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan 

Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Pinjaman online berdasarkan Pasal 1 angka 

3 POJK NO. 77/POJK.01/2016 mendefinisikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi sebagai suatu bentuk penyelenggaraan dari layanan jasa keuangan yang 

mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melahirkan 

perjanjian pinjam meminjam secara langsung dengan mata uang rupiah lewat sistem elektronik 

berbasis jaringan internet.”  

Hakikatnya sebuah aturan dikeluarkan mempunyai tujuan guna memberi perlindungan 

bagi suatu kelompok masyarakat yang menjadi pengguna atau konsumen. Dalam hal ini 

mengacu pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK)  menjelaskan bahwa Konsumen merupakan setiap orang sebsgai pengguna 

barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk dikomersialisasikan” selanjutnya 

dalam Pasal 4 angka 1 UUPK disebutkan salah satu hak dari konsumen adalah hak atas 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam rangka mengkonsumsi barang dan/atau jasa;  

.  

Ditinjau dari pemenuhan hak pengguna tersebut dalam Pasal 29 POJK NO. 

77/POJK.01/2016 penyelenggara wajib dalam penerapan prinsip dasar dari perlindungan 



pengguna yakni kerahasiaan, perlakuan yang adil, transparansi, keandalan penyelesaian 

sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau serta keamanan data. Dalam 

hal tersebut perusahaan pinjaman online  sebagai penyelenggara telah diwajibkan oleh OJK 

untuk mengajukan pendaftaran dan perizinan. Maka dari itu dalam POJK terkait telah 

memberikan beberapa klausul yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk dapat 

mengawasi perusahaan pinjaman online secara berkala layaknya pada Pasal 27 dan 45 POJK 

NO. 77/POJK.01/2016 dimana perusahaan penyelenggara pinjaman online wajib menyediakan 

rekam jejak audit dan laporan bulanan berkala. Sesuai dengan kewajiban dan larangan 

sebagaimana tercantum dalam POJK NO. 77/POJK.01/2016, maka bagi pengusaha atau 

perusahaan yang tidak mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah dapat dikenakan sanksi.  

Pada prinsipnya, konsumen dengan penyelenggara pinjaman online mempunyai 

hubungan secara hukum keperdataan. Selain mengeluarkan aturan undang-undang yang 

mencantumkan sanksi terhadap pelanggaran hak pengguna dari layanan pinjaman online, maka 

pemerintah juga wajib berupaya dalam pencegahan kejahatan tersebut salah satunya dengan 

mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat tentang pinjaman online secara rinci. Selain itu, 

OJK seharusnya menutup perusahaan yang tidak mempunyai dokumen izin atau ilegal supaya 

tindakan-tindakan pelanggaran hak terhadap para peminjam online dapat dicegah sedini 

mungkin. Kemudian jika terdapat hak-hak pengguna layanan yang dilanggar oleh perusahaan 

maka pihak berwajib bisa dapat untuk mencari pelakunya sebab sudah tersedianya dokumen 

legalitas yang dimiliki OJK.  

Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu perlindungan data dari pribadi serta data 

transaksi dan keuangan yang dimiliki pengguna. Dalam hal pelunasan pinjaman, pihak 

penerima pinjaman tidak membayarkan langsung kepada rekening pihak pemberi pinjaman 

namun lewat mekanisme yang telah tersedia dari penyelenggara yakni lewat escrow account 

(rekening bersama yang dikelola perusahaan sebagai pihak ketiga) kemudian ditembuskan 

kepada virtual account pihak pemberi pinjaman. Tujuan penyediaan escrow account dan 

virtual account itu yakni supaya penyelenggara fintech peer to peer lending tidak 

menyalahgunakan kerahasiaan yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman itu, mekanisme 

mengenai teknologi informasi pada layanan tersebut telah sesuai dengan mekanisme yang 

dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan lewat Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

77/POJK.01/2016. 

Umumnya pertanggungan dari pinjaman online ialah mempunyai jumlah minimum 

yang sama bernilai dengan pinjaman yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman. Maksud 

dari perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjaman yakni guna memperoleh sebuah 

kepastian di mata hukum. Walaupun kerap kali terjadi pelanggaran terhadap isi dari perjanjian 

yang dilaksanakan oleh peminjam, seperti keterlambatan dalam membayar kredit sesuai 

perjanjian. Hal itu tentunya membuat pemberi pinjaman mengalami kerugian dari  pemberian 

pinjaman, apabila terdapat wanprestasi ketika perjanjian berlangsung maka pihak 

penyelenggara berupaya menjalankan tugasnya dengan menagih lewat kerja sama dengan jasa 

unit penagihan dan berupaya mengutamakan mediasi supaya mencegah terjadinya wanprestasi 

yang dilakukan debitur. Dampak kerugian yang muncul dapat terjadi karena perbuatan keliru 

penyelenggara ketika seleksi analisis dan memberikan persetujuan pinjaman.  

Layaknya dalam Pasal 37 aturan OJK Nomor 77 /POJK .0I/2016 bahwa jika ketetapan 

dari penyelenggara membuat kreditur rugi maka penyelenggara bisa diberikan sanksi yang 

tercantum dalam ketentuan Pasal 47 aturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Bentuk dari sanksi 

tersebut adalah sanksi yang bentuknya administratif, sanksi itu bisa dikenakan untuk 

penyelenggara yang membuat pihak pemberi pinjaman rugi seperti yang terdapat pada  Pasal 

47 POJK. Jadi, perlindungan hukum terhadap pihak pemberi pinjaman dalam perjanjian 

Pinjaman Online Berbasis Fintech terdapat pada POJK Nomor 77 Tahun 2016. Perlindungan 

hukum kepada seorang pemberi pinjaman itu termasuk yakni jika timbul kerugian kepada pihak 



pemberi pinjaman karena kelalaian dari penyelenggara pinjaman ataupun wanprestasi yang 

disebabkan oleh peminjam. Sengketa-sengketa tersebut dapat teratasi lewat dua cara, yakni 

pengadilan dan luar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. 

Aparat penegak hukum umumnya lebih menawarkan kepada lembaga alternatif 

penyelesaian sengketa sebab lebih efektif dan permasalahan bisa terselesaikan dengan baik dan 

memakan waktu yang singkat. Terdapat lima prinsip yang wajib dilaksanakan supaya 

perlindungan hak atas pengguna bisa berjalan maksimal, yakni transparansi, keandalan, rahasia 

konsumen, perlakuan adil dan penyelesaian sengketa dengan cepat mudah dan biaya ringan. 

Seluruh prinsip tersebut wajib diimplementasikan dengan benar oleh pengguna sebagai 

konsumen hingga OJK sebagai pengemban komitmen dalam memberi perlindungan bagi 

masyarakat. 

Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman 

pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016. Baik pinjaman online yang 

legal hingga ilegal terdapat fakta dilapangan bahwa banyak sekali terdapat pelanggaran hukum 

dari kedua perusahaan tersebut. Cara-cara pencegahan yang dapat dijalankan pemerintah yakni 

lewat penyebaran edukasi hingga sosialisasi dengan harapan masyarakat harus mengerti cara 

memilih sarana pinjaman online yang terpercaya dan tau akan dampak yang ditimbulkan ketika 

memilih untuk memakai layanan pinjaman online. 

 

4. KESIMPULAN   

Dengan pengadaan sosialisasi lewat adanya metode pemaparan materi serta diskusi 

interaktif tanya jawab dengan masyarakat Kecamatan Cipondoh, Tangerang bertujuan untuk 

memberi pengetahuan sekaligus  mengedukasi lebih lanjut masyarakat di Kecamatan 

Cipondoh, Tangerang akan keberadaan fintech sebagai pemicu lahirnya aplikasi peminjaman 

dana yang berbasis online atau dikenal dengan pinjaman online (peer to peer lending) yang 

telah banyak menarik minat masyarakat belakangan ini. Dimana sebenarnya layanan 

pinjaman online yang digunakan masyarakat Kecamatan Cipondoh, Tangerang pada dasarnya 

sebatas kesepakatan secara perdata yang merupakan perjanjian antara pihak peminjam dan 

pihak pemberi pinjaman yang diwadahi oleh platform pinjaman online. Perjanjian yang 

dilakukan secara online dikatakan absah karena KUH Perdata mengaturnya pada Pasal 1320 

dan 1338 KUH Perdata mengenai perjanjian. Berkaitan dengan tata cara pelaksanaan 

perjanjian pinjaman serta pihak yang memiliki keterlibatan tercantum lewat Peraturan OJK 

Nomor 77/POJK/2016.Pada implementasinya, pihak-pihak yang melakukan perjanjian 

pinjaman secara online tidak saling bertemu secara langsung untuk melakukan perjanjian, 

namun saling terhubung lewat penyelenggara pinjaman online. Oleh sebab itu jaminan serta 

bukti yang dipergunakan secara online atau elektronik dan rawan sekali dampaknya bisa 

menimbulkan permasalahan sengketa dan penyalahgunaan data yang bahayanya kurang 

disadari oleh masyarakat terutama dengan keberadaan pinjaman online ilegal. Tentunya 

perjanjian pinjaman secara online mempunyai risiko yang cukup besar dibandingkan 

perjanjian secara langsung. Adanya sanksi yang diterapkan kepada pihak yang melakukan 

wanprestasi. Kedua belah pihak wajib dalam mengikuti aturan yang diberlakukan supaya 

terhindar dari sanksi. Dalam hal terjadinya sengketa tersebut dapat menempuh dua cara, yakni 

pengadilan dan luar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. 

 

Sosialisasi perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online merupakan sebuah 

kebutuhan atas fenomena pinjaman online yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, saran 

kami kepada pemerintah mempunyai peranan dalam memberi perlindungan kepada warganya 

lewat aturan-aturan yang dikeluarkan ataupun lewat aksi yang nyata sebagai cara dalam 

mencegah dan menangani kasus yang melanggar hak-hak pengguna layanan pinjaman online. 

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian Pinjaman online berbasis fintech 



terdapat pada POJK Nomor 77 Tahun 2016. Pada Pasal 37 aturan OJK Nomor 77 /POJK 

.0I/2016 menjelaskan bahwa jika ketetapan dari penyelenggara membuat pihak pemberi 

pinjaman rugi maka penyelenggara bisa diberikan sanksi yang tercantum dalam ketentuan 

Pasal 47 aturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Bentuk dari sanksi tersebut adalah sanksi 

administratif berupa sanksi yang dikenakan untuk penyelenggara yang membuat kreditur rugi 

seperti yang terdapat pada Pasal 47 POJK.  

 

5. UCAPAN TERIMA KASIH  

Adapun kami sampaikan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) serta pembimbing, rekan, dan setiap 

pihak yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak pada Pengabdian Kepada 

Masyarakat.  
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